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CUBERNUE RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOIOR 12 TAHUN 2015

TENTAIIG
PERLINL'UNG/.N DAN PENGEMEANG/N EKONONI KREATIF DAEFAH
PRO'INSI RIAU
DEINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EUA
‘JUBERNUR RIAU,

Menimbang;

»

baiwa Ekonorii Kreatif di Provinsi Riau seoagai salah
satiu kegiatan ekonomi memiiki arti penting dan
kedudukan yaag strategis dalam menspang ketal anan
ekonomi masyarakat, memaukan pembanginan,
mewujuckan pertumbuhan ekononmi dan sebaga
wahana “enciftaan lapangan keija;

5. baiwa potens: Ekonomi ({reatii yang ada di Provinsi
Risu beum cikembangkin secara optimzl sehingga
belum memterikan minfaat bagi kesejaht:raan
mezsyara<at di Provir si Riau;

2. baiwa Sektor Usaha Kreatif parlu cidukung melalu
upaya pengembangan  Ekcnomi  Kreatf dan
pemberdayaan Usaia K-eatif untu< meningkitkan
kemampaan di bidang marnajemen, permocalan,
tek nolog , jiwa kreatii dan lcemampuan berkcmpetisi;

4, bawwa berdasarkar, Keputusen Presider Republk
Indonesia  Nomor 34/P Teéhun 2015 tentang
Peinberhentiar Sementara Gubernur Riau Masa
Jahatan Tahun 201¢4-201¢ dinyatakar Wakil Gubrmur
Riau Me aksar akan Tugas dan Keweriangan Gub:mur
Rizuu Ma:ssa Jabatan Tahun 2014-2019;

baawa schubungan dengan pert mbangan scbagai nana
dirnaksud pada huruf a, buruf b, huruf ¢ dan huruf d
perlu menetapkan  Peraturen  Daeral  teatang
Perlindungan dan Pengembangan Ekoncmi  Kreatif
Daerah Provinsi Riau,

w
.

Mengjngat : 1, Pasal 18 ayat (6) Uncang-Undang; Dasar Negara
Resublik Indoriesia Tahun 1945;

2, Undang-undarg Nomor 61 'fahun 1988 teatang
Penetapen Undang-undang Daiurat Nomor 19 tahun
1937 tentang Pemb:ntukan da:rah-caerah Swatantra
Tirgkat . Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Nezara Reputlik Indonesia Taaun .957 Nomo- 75)

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10.

11.

12.

wibagar Undang-undang (Lembaran  Negs ra  Republil
Indonedtn  Tahun 1958 Nomor 112, Tambahar
Lembatan Negara Fepublik Indonesia Nomcr 1646);

. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 Tentany

Perkoporasian (Letabaran Negara FKepublk Indoensia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lemtaran Negaria
Republ k Indonesia Nomer 350:);

. Undang-Unduang Nomor .4 Tahun 2001 Tentang Paten

(lembaran Megara Republik Indonesia 'fahun 2001
Nomor 109, Tambahan Lem>aran Negera Republik
Indonesia Normor 4.30);

. Undang-Undang Nomor 15 Talun 2001 Tentang Merel:

(l.embaran Megara Republik Indonesia ‘fahun 2001
Nomor 110, Tambahan Lemb»aran Negasra Republik
Indonesia No:nor 4..31);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lerabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentany
Perseroan “‘erbatas (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomcr 4756) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil can Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhwun 2007 Nomor 93, Tambahan Lerabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariviisataan (Lembaran Negara Fepublik Inconesia
Tahun 2009 Nomcr 11, Tambahan Lembaran Negara
Republ k Indonesia Nomer 4960);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentany
Pembentukar: Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran DMegara Republik Indonesia ‘Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No:mor 5234);

Undang-Undung Nomor 3 Tahua 2C14 tentang
Perindu.striar. (Lembaran Negara Republk Inclonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negaria
Kepubl k Indonesia Nomer 549:2);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentany
Pemerintahan Dacrah (Lemtaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanibahan
Lembaran N:gara Republik Indonesia Nomor 5587,
s:bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undeng-Ur dang Nomo: 9 Tehun 2015 tentany
Perubaian Kedua Atas Undang-Uadang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Petnerintahan Daeraa (Lerabaran
Negara Republik ‘ndonesia Tahun 2015 Nomor S8,
gamb)ahan Lembaran Negara R:publik Indcnesia Nomor
679);

o
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13, Ur dang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hake
Cipta (Lembaran  Negarn Republik  ndonosin ‘Tahun
2014 Nomor 206 Tanbahen  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Homor 5599);

14, Pe ‘aturan Pemerinteh Nomor 17 Tahiun 2013 Tetang
Pe aksaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usahe Mikro, Kedil dar Mensngah (Lembaran
Negara Repullik Irdonesia Tahun 2013 Nomo: 40,
Tanbahan Lembaran Negera Republik Indor esin homor
54)4);

15, Peaturan Presiden  Republik  Indoniesia  Nomor 98
Taaun 2)14 Tentang, Periz nan Untuk Usahe Mikro Dan
Ke:il ;

16. Pe aturan Menteri BUMN Norior Psr-05/MBU; 2007
tentang Progrem Kemitraan BUMN deigan Vsaha Kecil
daa Program Eina Liagkungan,;

17. Peraturan Meateri Dalarr. Negeri Republik Indcnesia
Nomor ] Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerals ;

18, Pe:aturan Menteri Lalam Neger. Nomor 9 Tahun 2014
tertang Pedoman Pengembangan Produk Ungzulan
Daerah;

19. Pe-aturan Menteri Dalam. Negeri Republik. Indcnesia
Nomor €3 Tatun 2014 ‘Tentang Pecoman Pemterian
Izi:1 Usaha Mikro Daa Kecil;

20. Pe-aturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012
Teatang Tanggung Jawab 3osial Perusahaan di Provinsi
Rieu (Lembaran Duerah Provinsi Riau Tahun 2012
Nomor €, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau
Nomor):

21, Pe;aturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014
Teatang Organisas Diras Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Dacrah Frovinei Riau Tahun 2014 Nomor 3,
Tanbahan Lembaran Daerah Provinsi Riau MNomor);

22, Peaturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015
Teatang Pembentukan Peraturan Daoerah (Lembaran
Deerah Provinsi Riau Tahun 20.5 Nornor 2, Tambahan
Lenbaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2).

Dengsn Persetujvan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR. RIAU

MEMUTUSKAN :
Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGEMHBANGAN JIKONOMI KREATIF DAIIRAH
PROVINSI. RIAU.
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FETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalan Peraturan Daerah ini, yang limaksud dengan :

1. Pemerintahen Dacrah adalah Penyslenggaraan Urusan Pemerin ahan
sleh Femerintah Daeral dan DPRD menurut atas Otsnomi dan “‘ugas
Pembantuar dengan Prsip O:onomi seluas-luasnya clalam sistem dan
prinsip Negira Kesatuan Republik Indor esia sebageimane. dim:ksud
ialam Undang-Undang asar Negara Republik Indonesia Taaun 1345.

2. Pemerintah Daereh adslah Gubernur Ricu becerta Perangkat Daerah
sebagai unsar penyelenggara Pemerintahan Daeah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Guberaur Riau.

4. Daerax Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota yang berada
di Proinsi Fiau.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintat. Kabupaten/Kota yang
berada di Provinsi Riau.

6. Bupati adalah Bupati yang berada di Provinsi Riau.
7. Walikota adalah Walikota yang; berada di Frovinsi Riau,
8. Satuaa Kerja Perangkat Dacrah jang selanjitnya disingkat 3KPD

adalah Satvan Kerja Psranglat Duaerah yang mempunyai tugas dan
fungsi dibidiang pengembangan ekor.omi k-eatif.

9. Ekoncmi Kreatif adalah Sistem kegiatan individu daa/atau kelompok
masyerakat yang berkeitan dengan produksi, distribusi, pertukaran
dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan da'i ide dan kreasi
penge-ahuan melalui peaggunaan kreativizas da1 teknologi clari stmber
daya manusia yang bernilai kultural, artistic dan hibvran untuk
memperkua: perttmbulan dan pengembangan ekonorni.

10. [ndustri Kreatif adalah Industri yang berasal dari p:manfaatan
kreativitas, ketrampilan serla ba<at individu dar/atau kelompok
masyerakat untuk menciptakan kescjahteraan serta lapangan
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya
sipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.

11. Jaringan Usaha Kreatif adaleh kumpulaa usaha yaig berada clalam
kegiatan Ekonomi Kreat f yang; memiliki keterka tan satu samna laia dan
kepen:ingan yang sama.

12. Perlindungan useha adalah segala upaya yung menjamin adanya
kepasiian hukum untu<x memberi 2erlindungan kepada usaha untuk
menghindar. prak:ik monopol. dan pemusatan <ekuatan ekonom. oleh
pelaku usaba,

13. Pengembangan Elonomi Kreatif adalah upaya-upay« yang dilakukan
oleh Femerintah Daerah, Dunia Usaha den Masyarakat, dalam bentuk
penciptaan iklim usal.a, pembinnan can psngembangen Industri
Kreati’ sehingga mampu tumtuh den berltembang menjadi usaha yang
tangguth dar. mandiri.
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14, Pelaku Unaha Kieatif adalah wetinp orang perorar gan atau hadan
usaha, bail yany berbentuk baden hucumn naupun buken badan
hukuin yang didivikan dan bsrkedudukas di caerah atau melak ukan
kegiatan dalam daerah baik send ri maupun bersama-sama melalui
kesetr patan menyelengg arakan kegiatan di Sektor Use ha Kr satif,

15, Pengawasan adalih kegiatan merr perhatikan dan mengowasi mulai
dari parencanann, pengorganisasian, serta pelak:sanazn Pengembungan
Ekoncmi Kr2atif,

16. Pembinaan adalah upnya yang dilakukan oleh Pemerirtah, unia
usaha dan masyarakat melelui pemberan bimbingan den bantuan
perkuatan untuk merumbuvhkan dan meniagkathkan kemam puan
Pelaku Usalia Kreatif.

17. Sektor Usaha Kreatif edalah Peng:lompokan “idang-bidang/kegiatan
Usahe Industri Krea:if yang bherbasis kreatifitas yang dapat
menciptakan kesejahteraan dan lapangan peker aan,

18. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Inductri Krzatif sejenis yang
berada dalam suatu wilayeh teitentu berdasarkan produk yang
dihasilkan, bahaa balu yang digunakan aau jenis dari proses
penge jaanr.ya yang sania,

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
Bag an Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan den Perigembangan Ekoromi Kreatif Daerah Provinsi Riau
berasaskan:

a. kekeluargaan;

b. demolirasi ekononii;

¢. kebersamaan;

d. efisiersi ber<eadilan;

e. berkelanjutan;

f. berwawasan lingk ingan;

g. kemandiriar;

h. keseiribangan kernajuan; dan

i.  kesatuan ekonomi nasicnal.

Bagian Kedua

‘Tujua:a
I’asal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:
a. meningkatkan partisipasi rnasyarakat dan dunia usaha untuk
mengembangkan ‘Tkonomi Kreatif;

b. meningkatkan prcduktivitas, daya siing dan pangsa pasar cari Industri
Kreatif;

¢. meningkatkan akses teraadap sumter daya produktif;

d. meningkatkin akses petmoda an;

e. meningkatkan jiwa kreativitas;

f. meningkatkan kernitraaa dan Jaringan Usaha Kreatif;
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nenmghatkoan peran Induster Keea if sobogai pelaku Ekonomi Freatif
vang rangy by professicnal dan mendirt sebagind bas s pengembungan
shonom kerakya an yang Lertumpu pada mekanisme asar yang
berkeadhlan. berbasis pada sumber daya alam seita sumber daya
nanu da yang  kreatif, produktif, mandiri, maju, bercaya saing,
verwawasan lingk mgan dan terkele njutan; dan

h.  membenkar perlindungan terhadap usaha induetri k-eatif yang
berbaws lokal,

13AB Il
SEKTOR INDUSTRI KREATII

2asal 4

(1) Sektor umum Industri Kreatif adaleh keg atan ‘1saha yang bergerak di
salah satu etau l:bih Sektor Ekoncmi Krzatif dan tidak ter-atas pada,
yaitu:

Pe-iklanan (advertising)

Arsitektur

Pasar Bzrang SSeni

Kerajinaa (crajt)

Desain (design)

Mode (Fashion

Video, Film da1 Fotografi

Pe mainan Interaktif (game)

Musik (rwsic)

Seni Per:unjulan (showbiz)

Peaerbitan dan Percetakan

Layanan Komputer ¢an Piranti Lunak ‘software)
. Te evisi & Radio (broadcasting)

Riset dan Pengembangan (R&D)

Kuliner

Herbal

(2) Sektor Industri Kreatif yang dikembangkan merurut “eraturan Daerah
ini adalah I'adustri Kreztif yang ternasul: dalain bidang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah.

(3) Sektor Usaha Mikro, Kezil dan Menengah yang dimaksud pada ayat (2)
adalah sebazaimaia diatur dalam Peraturan Perundarng-uncangarn,

POEBYTFT IR M pp Uw

BAB IV
PERLINDUJNGAN EKCNOMI] KREATIF
Bagian Kesatu
Ferlindungan Usaha

2asal 5
(1) Pemerintah Daerah, lMasyarakat dan Dunia Usaha riemberikan
perlindungan usaha kepada Ir.dustr. Kreatif.

(2) Perlindungan usaha sek agairana dimaksud pada ayat (1), merupakan
upaya yang diarahkan pada terjamunnya kelangsungan hidup Industri
Kreatif dalarn kemitraan dengan Use ha Besar .

(3) Perlindungan usaha s:bagaimana dimeksud pada ayat (2) diatur
dengan Persturan Gubernur.
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*asal 5

(1) Pemetintah Daerah den Pernerintah Kabupa en/Kota remfasihitas
bantuan hukum atas Hak K:kayaun Intslektual sebagai hasl Usaha
Kreatil yang dilakukan oleh indivicu atai1 masyarakat sesum dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan hukum sebagaimara yarg dimaksud pada aya: (1) lapat
berup A
a. konsultesi mengenai «spek-aspek  hulium Hak Kekayaan
Intelektu al;
b. pendafteran Hak Kekayaa1 Intelektual yang dihasilkan dari [/saha
Ekonom Kreatif; dan/atau
perlindungan Hak Kekayaan Iitelek.ual yang cihasilkan Usaha
Ekonom Kreaif dari pelanggaran yang dapa: men gikannya.

0

Baglan Kedua
Penciptaan Iklim Usaha

2asal 7

(1) Pemerintah Daerah den Pemnerintah Kabupa:en/Kota memfasilitas:
penciptaan iklim usaha yany kondusif dagi [1dustri Kreatif melalui
penerapan ketentuan yang meliputi aspek

persaingan usiha;

sa-ana can priasarara,

informasi usal a;

perizinan usal a;

promosi dagang; dar.

dukungen kelembagaan,

(2) Dunia usaha den muasyarakat terperan aktif untuk menuwnbuh
kembangkan kewirausahaan yang kandusif.

e o o

Jasal 3

(1) Aspek persaingan usahe. sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7 ayat (1)
nuruf a adalah upaya yang diarehkan bagi tercipianya persaingan
usaha yang sehat antara Industri Kreatif can Usaha Bzsar.

(2) Upays yang dilekukar olel: Pemerinteh Deerah dan Pemerintah

Kabuyaten/ Kota >erupa:

a. Peacegahan terjadirya penguasaan pasar dan pemusiatan usaha
oleh oreng peroranzan aau k:lompok tertentu yang merugikan
Industri Kreatif;

b. Perlindungan atas nsaha tertentu yang strategis untik Industn
Krzatif dari upaya monopoli dan persaingan :idak siehat lainnya;
Perlindungan dari tiadakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi
Pengembangan Ekor omi Kreatif;

4. Pemberian barntuan <onsultasi hukum dan pembe aan bagi Industri
Kreatif dengan melibatkan peran serta Perguruan "inggi.

w0
N

2asal 9
Aspek sarena dan prasarana sebagaimana dimr aksuc dalain Pasal 7 ayat (1)
huruf b ditujukai untuk:
a. mengidakan prasarara umum  yanj daat  mendorong dan
] mengembangkan Industri Kreatif; den

g )E'L'l ., b.  memberikar keringanan tarif prasarana tertentv bagi ndustri Kreatif.
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Pasal 10

Aspe ¢ informasi 1saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) qruf

¢ dingukarn untuk:

a.  Membentuk dan mempermudah penanfaatan hank cata dan jaringan
mfortr asi bisnis;

b. Mengedakan dan menycbarlunskan inforriasi menger.ai pasar, sumber
pembiayaan, komoditas penjuminan, desain dan tekmnologi, dan utu;
dan

¢. Memberikan jaminan tranparansi dan ases yang sama bagi semua
Industri Kreatif atias segala infarmasi usaha.

Pasal 11

(1) Aspek perizinan usaha sebagnimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf d ditujukan untul:

a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinaa ussha dengan
sistem p:layanan terpadu satu pintu; dan

b. membebaskan biaya periznan kagi Industri Kreatif yang termasuk
ke dalam kelornpok Usaha Mikro dan raemberikan keringanan biaya
pecizinan bagi Industri Kreatif yang termas.ak ke dalam kelompok
Usaha Kzcil den Mer engat..

(2) Ketentuan lebih lanjat mengenai persyaratan dan tata cara
permochonar izin usaha diatur dalam Pera:uran Gubernur.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pernberien izin kepaca usana ekcnomi
kreatif yarg berbentus Useha Mikro dan Kecil, dengan prosedur
sederhana, mudah dan cepat.

(2) Iasilitasi pemberan izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menjanin kejastiaa hukum serta kenyamanan dalam
usaha.

(3) Biaya pelaksanaan pemterian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari Angzaran Pendapatan can 3elanja Daerah
Kabupaten/Kota.

(4) Ketentian lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha
¢konorani kreatif oleh Pemeriatah Daerah diatur dsngan Peraturan
(Gubernur.

Pasal 13

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf e, ditvjukan untu:
a. meningkatkan promosi produk Industri Kreetif di dalam dan di luar
nezeri;
b. memperluas sumber pendanaan untak promosi produk Industri
Kr:atif di dalain dan di luar negeri; dan
memberikan  insen:if uatuk Industri  Kreatif yang mampu
menyediakan sendanaan secars mandiri dalam <egiatan promosi
produk cli dalam dan di luar negeri.

O
-

(2) Pelakeanaar. promosi scbagainana dimalksud pada ayat (1| dilakukan
osleh Pzmerintah Caerah,
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Pasal 14

() Aspek dukungan kelem sagaan sebogaimena di nakacd dal v Peasl 7
wat () haruf £ ditwjukan untuk i engembangean dan meninghk ikarn
ungsi inkubator, lembnga layanan pengembatigan vsaha, konsultan
ceuangan mitra bank, dan lembaga profesi cejenis lainr ya sebagm
emba a per dukung pengembnngan Industri Kreatif

(2) Pelaksanaar dukungan celemagaan sebagaimana diriaksu I pad: ayat
1) dilakukan oleh SKPD yang terkai ..

Bag an Kctiga
Pengawasun, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Provinsi inelakikan sengawasan, monitoring, dan
valuesi terhadap pelaksanaan progran Peagembangar Ekenomi
Kreati "

(2) Pengawasan, moritoring dan evaluasi ssbagamana dimsksud pada
ayat (1) dilalrukan oleh SKPD dan unsur terkait.

(3) Tata cara dan bentik pengawasan, moritoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayar (2), diatu: lebin lanut dengan
Peraturan Gubernr.

Bagien Keempat
Tanggurngjawab Sos:ial Perusahsan

Pasal 16

(1) 3etiap pelaku usana incustri Jesar dan pingelola sentra industri wajib
nelak sanakan tanggung jawab sosiel dan lingkungan,

(2) Pelaksanaar. tanggung jawab sosial dan lingkungan industri dan usaha
Jesar, serta pengelola sentra indust:i sebagaimana diriaksud pade ayat
1), rmerupakan kewsjiban perusahaan yang dianggarkan dan
diperhitungl:an ssbagas biaya perusahzan dengan memperhetikan
£epatutan dan kewajaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai targgung jawal) sosicl dan lingkt ngan
derusithaan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) daa ayat (2), sesuai
lengan peraturan perundang- indangan.

BAB V
BENTUE-BENTUK FENGEMBANGAN EKONOMI F.REATIF
Bagian Kesatu
Pengembangun Ekonomi Krea:if

Pasal 17

(1) Pengembangan Ekonom: Kreatif dapat dilakukar. dalaia bentuk:
pe nbinaan dan dukungan kelembagaan;

penbinaan usaha,;

fasilitasi pemb. ayaar dan permodalan;

peaingkatan dan alih teknologi;

pemnasaran prcduk dan promosi;

pe-linduagan clan advokas ;

3. peadidikan dan pelarihan;

LW M WU W
- . - . <
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N biabingon tek we,

i ennneg sy kl‘\ Tnana \'NN\H.
o tanhtam Hak Lekaye an Intelektu al;
K. mtormast uesal a;

pe amnan usala;

(2)  Data cara Pengembangan Ekonomi Freatif sebagaimana dimaksud pada
wat () diatar lebih lanj at dengan Poaraturan Gubernur,

I'asall8

(1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalarn pada Pengembangan
Ekoncmu Kreatif sebagamana dimalksud calam pasal 17 ayat (1) huruf
> dilakukar terhadap Ekoncmi Kieatif sesuai pera:uran perundang
andar gan;

(2) Dalan hal Fengembangan Ekonomi Kreatif dilalcukan oleh masyarakat
dan dunia vsaha, make kriteria sebagaimr ana dimaksud ayat (1) dapat
disesvaikan dengan Kketentuen-ketentuan yang; terdapat pada dunia
usaha dan riasyarakat itu sendiri.

(3) Aspek Fasilitasi Fembiayaan dan Permodalan :sebagzimana dimeksud
dalam ayat (1) ditujukar untu<:

a. memperluas samber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif
untuk dapat raenga¢ses kredit perbankan dan lembagun keuangan
bukan bank;

b. memperbanyal lembaga pembiayaan lan mremperluas jaringannya

sehinggs dapa‘ diakses oleh Industri Kreatif;

memberikan ltemucahan dalarn memperoeh pendanaan secara
cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan
kezentuen peraturan perundang-undangan;

d. memfasi itasi Indust:i Kreatif untuk mendapatkan pemtiayaan dan
jasa/produk keuangan lainnya yang diseciakan oleh perbeénkan
dan lemrbaga keuangan bukar. bank, bak yang menggurnakan
sistem konvensional maupun sistem syariail dengan agunan yang
dizitur olsh Pernerintah Prcvinsi;

penerintah daerah memfasilitasi usaha ekonom: kreatif berupa
subsidi :erhacap bunga pinjaman benk yang dianggarkan clalam
Anggaran Penclapatan dan Belanja Dacrah Provins: Riau.

!l

w

(4) Ketentuan lebih anjut mengenai bantuan berupa subsici terhadap
bunga pinjaman bank d:atur l:bih lenjut cengar. Peraturan (Guberaur,

Fasal 19

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaann daa pérmodalan pada
Peng:zmbangan likonomi Kreatif nebageimanea dimaksud dalara pasal 17
ayat (1) huruf ¢, Pelaku Industri Krea'if waib mengajukan permol.onan
secara teriulis Jiepada SKPD selaku Pelaksena Pongembangan Ekonomi
Krea:if dan diketahui oleh kepali Dinus Perindusirian dan Perdagungan
Kabu paten/ Kota setempat.

Fasal 20

(1) Untuk merapercepat dan memperbanyak sasarar. Pengembangan
Ekoncmi Kreatif, dapat dilakukan cengar. pendekatan penjelompokan
jenis usahe, asosiasi dan selanjutnya dapat dikernbangkan dalam
bentuic koperasi.
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(2)  Koperasi seougalinna dimaksud dulam nyat (1) dapat rasmperoleh
Pengembangan Kkonoml Krentll wongaltana limaksud dolam Pasal

17 ayet (1)

Baglan Kodun
Polaporan

Pasal 21

(1) Jagl polaku usahe Induntri Krsatif dan koperasi yang 1elah taemperoleh
anilite o Pen gembengan Ekoncmi Krsatif dari Pe nerintah Provinsi wajib

nenye mpail.an Laporan Kegia:an Utnha,

(2) Susunan dan tata cawa penyaripaiar  laporan Kegiaian Usaha
wbaguimann yang, dimeksud pada ayat (1) diatur lebih lar jut dengan
Peraturan Gubernar,

Bag an Kotiga
Upaya Monumbihkan Jiwa Kreatifitas

Pasal 22

(1) Pemerintah Daeray dan Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menwinbuh
cembe ngkan jiwa kreatiitas bagi individu, masyaraket yang, diare hkan
antuk mengsmbangkan Ekonomi Krzatif,

(2) Jpaya untuk meiumbiuh kembangkan iwa kreatifitas scbagainana
fimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
A kurikulum lem baga pendicikan formal/ informal;
5 kegiatan pelatihan katerampilan di bidang Scktor Usaha Kreatil.

(3) Jpaya sebajaimnia diraaksud pada aya: (2) dilakscnakan di bawah
twordinasi Saturn  Kerja  Perangkat Daereh yeng raembidangi

sendiclikan,

Baglon Keempat
Ekonoini Kroatif di Bideng Kepariwisatasn

Pasal 23

(1) Pemerintah Daeran dan Pemeintah Kabupaten,' Kota bersema dengan
Dunia Usaha dan masyaraka: menjembengkar Ekoriomi Kreatif yang
serbasis potensi pariwisata,

(2) Jpaya untug mergembangkan Ekoromi {reatil’ yang berbusis potensi
>ariwisata uebageimann dimaksud pade. ayat (1) dilakukan calam
sentulc:

1. pemnetaai potensi kepariwisataan;

5 peayusunan Rencana Pengembangan Ekenomi Kreatif beibasis
ke >ariwi sataar;

> penbinaan masyarakat di sckitar daya tarilk wisata untuk
mengemangkan Ekonomi Kreat f berbasis kspariwisatae n;

1. penbentukan Sentrn Industri Kreatif yang berada di sckitar daya
tarik wisata.

(3) Jpaya sebajaimaia diranaksud pada aya: (2) clilaksenakan di bawah
toordinasi Satuan Korja Perangkat Daereh yeng raembidangi
tepariwisatean,
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BAB VI
PELAKSANHAAN DAN HOORDINASI PENGEMEANGAN EKONOMI KREATIV
Baglun Pertama
Pelaksanaan 'engembangan Ebonomi Krentif

Fasal 24
Pela) sanme n Pengembangan Ekoromi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah

Daer ah, Pemerin ah Ke bupaten/Keta, Lenbage. Pendidikan, Masyaraket dan
Dunia Usaa, moupun Pelak a Industri Keparivisataon,

Fasal 25
Dalan hal Pengemban jan Eltonori Krestif yang dilokukar, oleh Pemerintah

Daersh, secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peraagkat
Daersh yang terkait deagan pengerabangan ekonomi kreati’,

Fasal 26

(1) Dalamr hal Pengembangzan Ekonorni Kreatifl tebagaimane dimuksud
dalamn  Pasal 24, Pemerintah Daerah meny:diaken daiza melalui
Anggaran Pendapatan 3elanja Dacrah pada setiap tahun anggaran,
yang didukung oleh dena Arggaraa Pendapatan dan Belenja Negara
dan Aaggarin Pendapatan dan Belanja Dserah Eabupaten/Hota,

(2) Pelaku Usalia Besar meayedickan psmbiayaan herdasarkan penyisihan
pagian laba tahunan yung dialokasikan hagi Pengemr bangen Ekonomi
Kreatif dalam benituk pemberian pinjaman, penjaminan, pembinyaan
lainnya serta hibaa,

Bagian Kedua
Koordinasi P:ngenmbangnn Ekonom| Kreatif

Fasal 2.7

(1) HKoord nasi Pengeribangan Ekonomi Kreatif dimlai s¢jak perencaiaan,
pelaks anaar, pengawasan, menitoring dar evaly asi.

(2) Tata cara dan ber.tuk koordinasi sebagaitnana Jdimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturar Gubernur,

BAB VII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Bagian Kesatu
Komitrsan

Fasal 2.8

Industri Kreatif ¢apat 1nelakukan kerjase ma unaha dengan pihak lain dalam
bentuk kemitrasn berdaserkan  pringip seling memtutuhkan, saling
memperku it dan saling menpguntungkan

Fasal 29
(1) Pemetintah Daernh memfasilitasi ndustri Kreatif untuk melakukan

«emitraan dalam berbugai bantuk bidang uscha yang teta cacanya
diatur lebih lanjut dengan Peraturar. Gubernur,
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(2) Dunia usaha dan masyarakat memberiken kesempatan yang seuas-
laasnya kepada Industri Kreetif urtuk melakukan kemitraan dalam

berbagai bentuk biiang usaha.

Pusal 30
Kemitraan sebagaimana yany dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakikan
dengen poleu
a. iati plasma;
b. sub koatrak;
¢. waralaja;
d. perdagangan umuin;
e. cistribusi dan keagenan; dan/atau
f. bentuk-bentuk k2mitrean lain, seperti: begi hasil, kerjasama

cperas.onal, usaha patungan (joint venure) dan penyeribarluaran
(outsourcing).

Pusal 31

Dalam mewujudkan kemitrean sebagaimana dimaksud dalam Passl 29
Pemerintah Daerah sclain berperan ssbagai fasilitator, juga bergperan
sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pusal 32
(1) Setiap Indusri Kreatif depat memberituk jeringan usat a.

(2) caringan Usaha sebagaiinana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang
usaha yang tnencasup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak
can tdak bertertangan dengan peraturan perurdang-undangan,
}l-etertiban urnum c.an kesusilaan.

BAB VIII
3ANKSI ADMINISTRATIF DA KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pusal 33

(1) Usaha besar yang tidak melaksanakan ke:entuen Pasal 16 dikenakan
sanksi administrat f.

(2) Sanksi administratif berupa :
e. Peringatan tertulis; dan
b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan perat iran peruncang-
undangan yang berla<u.

(3) Mekan.sme dan syaret-syarat pclaksanaan sanksi acministratif
sebagaimana dimeksud pada ayat 2) dilaksanakan oleh Pemerintah
Daeral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Paglan Kodua
Ketentunn Mdann

Tanal {4

Setiep oranag vaag mengun unglkoan dinh sendin. atau orang hin dengan
mengaka vtan memakal nama usahe ekor omi lireatil yang berbontuk
Usalla Moo, Keal, dan Menengah schingga mendapa kan [cemuc ahan
untuk menperoleh dasa, te npat asaha, bidaag dan kegiatan usaha, atau
pengadaan barang dar jasa untuk pemerintal daerah yang diparuntt kkan
bag Usaha Miko, Keal, din Meaengan, diancam dengan sanksi pidana
sebagmmana ter antuin dalem Pasal 40 Undeng-Ur dang Nomo* 20 Tahun
200¢ Tent: ng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

3AB X
KETENTUAN PENUT'UP

Fasal 38

Peraturan pelaksana etas Peraturan Daecrah ini ditetapken oleli Gubernur
paling lambat | (sau) tehun terhitung eejak Peraturan Daeraa ini

diundangkan
Fasal &6
Peraturan DJaerah ini mulai terlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintah can pengundangan Peraturan

Daerzh ini dengan pen:mpatannya dalam Lembaran Daeraa Provinsi R au.

Ditetapl:an di Pekanbaru
pzda tanggal 28 Desember 2015
PIt.GUBERNUR RIAU,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Jeserrber 2015
Pit, SEKRETAR(S DAZRAH PROVINSI RIAU,

ttd
M. YAFIZ

LEM3ARAN DAERAH PROVINSI FIAU TAHUN 2018 NOMOR : |2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVIN3I RIAU : (4/201¢€)
3adnan Sesuai Dengan Aslinya
FARO KUKUM DAN HAM
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